
WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR
78 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

Menimbang

Mengingat

TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BATAM,

a. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Jenderal

1.

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor
800/3565/OTDA tanggal 27 Mei 2022 hal
Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur
Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan
Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Batam, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah:

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang. ..

User
Typewritten text
68

User
Rectangle

User
Typewritten text
SALINAN



-2-

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880),

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402),

6. Peraturan...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525),

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546),

8.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021
Nomor 1),
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021
Nomor 864),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 78 TAHUN
2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2021 Nomor 864) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...
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1. Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (3) Pasal
35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 35

Susunan organisasi Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
a. Kepala Dinas,
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Penanganan Fakir Miskin,

membawahi Kelompok Jabatan Fungsional,
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi

Kelompok Jabatan Fungsional,
e. Bidang Perlindungan, Jaminan dan

Pemberdayaan Sosial, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional,

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional,
dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
Struktur organisasi Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur
organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

2. Ketentuan...
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2. Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (3) Pasal 71
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 71

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika terdiri dari:
a. Kepala Dinas,
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Komunikasi dan Kehumasan,

membawahi Kelompok Jabatan Fungsional,
d. Bidang Penyelenggaraan E-Goverment,

membawahi Kelompok Jabatan Fungsional,
e. Bidang Statistik, membawahi Kelompok

Jabatan Fungsional,
f. Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan

Persandian, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional, dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran II dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

(3)

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur
organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

(4)

3. Ketentuan Lampiran XIX diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Juni 2022

WALI KOTA BATAM,

Diundangkan di Batam
pada tanggal Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

TAN
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LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JUNI 2022

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

WALI KOTA BATAM

KEPALA

|
SEKRETARIAT

|

l
l |

SUB BAGIAN KELOMPOK
UMUM DAN JABATAN

KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL

| | | |

BIDANG
BIDANG BIDANG PERLINDUNGAN BIDANG

PENANGANAN REHABILITASI JAMINAN DAN PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SOSIAL

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD
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LAMPIRAN II: PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JUNI 2022

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

WALI KOTA BATAM

KEPALA

| SEKRETARIAT
1

SUB BAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN
DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL

| | | |

BIDANGBIDANG BIDANG
KOMUNIKASI | |

PENYELENGGARAAN STansTIK INFORMASI PUBLIKDAN KEHUMASAN|| E - GOVERNMENT DAN PERSANDIAN

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

»
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LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JUNI 2022

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALI KOTA BATAM

KEPALA

|——A SEKRETARIAT
r

SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PENANAMAN MODAL

KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
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